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Kebijakan Reformasi di atas Kertas
Analis kebijakan bekerja pada tingkat argumen-
tasi dan implementasi lapangan. Mereka bahkan me-
nekankan sisi implementasi lebih penting daripada
niat baik dari kebijakan. Mereka menganggap kebi-
jakan di atas kertas adalah angan-angan. Apa yang
diimplementasi adalah kebijakan yang sesungguh-
nya. Pemerintah dan akademisi telah menginisiasi
reformasi dalam bidang kesehatan1,2. Reformasi
yang kerap dibahas berkisar pada kedudukan, arah,
alokasi dana dan mekanisme pembiayaan dari
sistem kesehatan3,4.
Reformasi yang banyak di bahas itu sebagian
besar masih merupakan kebijakan di atas kertas.
Apa yang terjadi pada lembaga pelaksana – kemen-
terian kesehatan, dewan perwakilan rakyat, konsul-
tan, dan pejabat di berbagai lembaga layanan kese-
hatan bertindak bukan atas dasar kebijakan. Mereka
lebih bertindak dengan pertimbangan rasional: apa
yang mereka bisa peroleh secara personal dari setiap
kegiatan. Reformasi kesehatan akhirnya menjadi
sebatas projek reformasi yang hampir identik dengan
kesempatan perolehan pendapatan.
Kebijakan di atas kertas itu terjadi karena orga-
nisasi-organisasi yang terlibat dalam bidang kese-
hatan digunakan oleh oknum jajaran pejabat untuk
memperkaya diri mereka. Mereka bisa melakukan
hal itu karena tidak diawasi oleh atasan mereka.
Mereka bahkan memiliki semacam mafia yang
menggalang upaya memanfaatkan projek pemerintah
untuk individu dan organisasi politik mereka.
Rational Choice dan Kesempatan
Rational choice theory mengatakan bahwa
perilaku adalah pilihan individual. Orang memilih tin-
dakan sesuai dengan apa yang paling menguntung-
kan dirinya. Prinsip maksimasi ini membuat orang
selalu menilai situasi yang ada dan kepentingan pri-
badi yang bisa ia gunakan dari sebuah situasi. Ke-
pentingan pribadi tercermin dari tujuan-tujuan yang
terungkap maupun yang tidak terungkap. Pilihan ra-
sional memberikan kesempatan orang berhitung
manfaat yang paling tinggi dari konteks sebuah peri-
laku. Perilaku maksimasi  yang ekstrip berupa feno-
mena penumpang gelap atau free rider, yang intinya
mencari kesempatan gratis. Orang berupaya sampai
di tempat tujuan tanpa membeli tiket. Mereka menik-
mati hasil tanpa bekerja keras5,6. Perilaku ini bukan
persoalan moral. Dalam kacamata organisasi, perila-
ku itu adalah normal karena kesempatan untuk mela-
kukannya memang tersedia.
Pejabat harus memahami karyawan dan tenaga
kesehatan yang bekerja di rumahsakit sebagai indivi-
du yang mencari kesempatan memaksimalkan ke-
pentingan mereka. Pejabat mengidentifikasi situasi
yang memberikan karyawan memanfaatkan situasi
untuk kepentingan pribadi karyawan. Merespon itu,
pejabat bertanggung jawab menutup peluang-peluang
itu agar kesempatan untuk memperhatikan tujuan
organisasi lebih penting atau seimbang dengan ke-
pentingan individu.
Situasi-Situasi Penyimpangan
Bekerja di pegawai negeri sudah diketahui se-
bagai setting yang paling longgar sehingga orang
masih bisa melakkukan hal-hal lain meskipun mere-
ka memiliki jam kerja dan tanggung jawab di lembaga
pemerintah. Orang yang masuk pegawai negeri bah-
kan berniat untuk mencari kelonggaran itu. Mereka
tidak segan membeli menjadi pegawai negeri7.
Situasi yang paling besar untuk melakukan pe-
nyimpangan adalah ketika mereka memiliki kebu-
tuhan finansial yang lebih tinggi daripada pendapatan
mereka. Jika staf dibayar murah, mereka akan men-
cari akal agar bisa mencari peluang untuk memper-
oleh tambahan dari gaji resmi mereka8,9.
Pernah ada upaya membayar dokter sesuai
dengan kinerjanya dalam sistem status fungsional10,
tetapi keberhasilan dari program ini belum tercatat.
Bahkan sistem ini menunjukkan kelemahan yang
serius karena  tidak mempertimbangkan waktu yang
dicurahkan untuk kerja fungsional itu. Jika hal itu
tidak dilakukan, orang bisa mengaku telah bekerja
fungsional tetapi mereka sebagian besar masih
bekerja untuk tujuan lain.
Salah satu contoh adalah situasi beban kerja
yang berat atau ringan tetapi gaji sama. Alasan me-
ngapa banyak pegawai memilih santai dan banyak
keluar kantor pada jam kerja adalah karena mereka
berpendapat hal itu memaksimalkan kepentingan-
nya. Pilihan mereka bekerja keras dengan gaji pasti
atau bekerja ringan dengan gaji pasti. Mereka sudah
barang tentu mengambil pilihan yang kedua: bekerja
ringan dengan gaji pasti. Dengan mengambil pilihan
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itu, ia masih bisa mengambil kesempatan mencari
sambilan di luar.
Projek di kementerian kesehatan bisa merupa-
kan contoh lain. Pada waktu lampau, pemegang pro-
jek kesehatan membuat rekening bank atas nama
pribadi. Ia bisa memaksimasi kepentingannya dengan
cara menggunakan uang yang tersimpan di bank itu
karena orang lain tidak memiliki kontrol terhadap re-
kening itu. Pemegang projek lama kelamaan menjadi
biasa dengan kesempatan memaksimalkan kepen-
tingan dirinya itu sehingga ia tidak pernah bisa mem-
bayarkan kembali utang yang dipakai untuk kebu-
tuhan pribadi itu. Jika kita menerapkan teori ini, maka
individu tidak bisa disalahkan karena orang memang
memiliki ciri memaksimasi diri dari pilihan-pilihan
yang ada. Yang salah justru situasi kita yang mem-
beri kesempatan sehingga individu bisa memanfaat-
kan situasi untuk diri mereka. Jadi untuk mengurangi
korupsi seperti contoh di atas, pilihan-pilihan yang
membuka kesempatan pemanfaatan situasi itu harus
dihilangkan. Salah satunya adalah dengan peng-
awasan dan audit keuangan yang independen.
Pengawasan yang Lemah
Kegagalan pelaksanaan adalah fokus dari peng-
awasan. Kegagalan yang berulang adalah sebuah
kecerobohan dan kebodohan. Sumber kegagalan ti-
dak perlu besar. Satu hal yang kecil dapat memba-
wa dampak pada kegagalan yang besar. Peng-
awasan justru penting karena hal-hal yang kecil.
Satu isu utama dari kebijakan di lapangan atau
implementasinya adalah pengawasan. Pengawasan
dibuat untuk menjamin implementasi kebijakan. Ia
mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan kesa-
lahan atau kegagalan dari langkah-langkah dalam
memproduksi layanan, termasuk kegagalan karena
penunjukan pejabat yang salah. Ia, karena itu, me-
nyangkut semua bagian kegiatan, dan terutama hal-
hal yang kecil yang dapat diatasi segera oleh pelak-
sana dan oleh supervisor11. Pengawasan dapat diker-
jakan dengan strategi yang berbeda.
Situasi-situasi yang membutuhkan pengawasan
ada banyak. Beberapa di antaranya adalah a) situasi
tak-terduga yang membuat pelaksanaan tidak sesuai
dengan prosedur atau perencanaan, b) masalah yang
timbul karena ketidakmampuan tenaga pelaksana,
c) kegagalan prinsip yang memerlukan perubahan
strategi pada saat perancangan program agar kega-
galan strategi pelaksanaan yang menyeluruh dapat
dihindari di masa mendatang, atau d) kegagalan pro-
duk karena masalah teknis. Selain itu yang paling
penting adalah penyimpangan yang sengaja
dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam organisasi.
Pengawasan yang Tetap Memberikan
Kesempatan Penyimpangan
Bentuk pengawasan bisa berupa pengawasan
dari dalam, penerapan standar operasi kerja, peman-
tauan tertulis, supervisi, dan kunjungan mendadak.
Self control dibuat dengan cara orang memiliki “aturan
main” yang setiap orang harus menjaganya. Peng-
awasan oleh diri sendiri ini penting tetapi sering mu-
dah dilupakan ketika individu memiliki kepentingan
yang berbeda dengan aturan yang telah dibuat. Per-
soalan dengan aturan ada beberapa. Pertama, aturan
kerap tidak sempat dibuat tertulis sehingga mudah
ditafsirkan secara perorangan. Jika aturan dilanggar
oleh orang yang kuat, maka pihak-pihak seolah men-
toleransi perbuatan itu. Aturan yang tidak tertulis
wajib ditulis. Meski demikian, kemampuan mene-
gakkan aturan kerap penuh dengan pemakluman.
Meminta petugas melaksanakan sesuai dengan
standar operasional kerja juga bisa dilakukan. Setiap
kegiatan dalam implementasi memiliki ukuran dan
prosedur kapan ia dianggap normal atau tidak nor-
mal, menyimpang atau tidak menyimpang. Standar
bisa berupa aturan main seperti lama waktu tunggu
klien datang hingga ia mendapat pelayanan. Moni-
toring sheet membantu mencari kegagalan bisa dari
cerita pelanggan dan pekerja. Pejabat bisa menafsir-
kan kegagalan dari daftar keluhan pelanggan dan
pekerja yang dicatat reguler. Catatan keluhan itu bisa
dimonitor secara berkala agar dapat mempersiapkan
pelaksanaan yang lebih bebas kegagalan. Catatan
singkat tentang “pelanggan marah”, “pasien menung-
gu lama dan menggerutu”, atau “udara panas” cukup
untuk dicatat dalam kolom kejadian. Hal lain yang
berkaitan berisi situasi di organisasi kita yang ber-
kaitan dengankejadian yang dikeluhkan. Lembar pe-
mantauan dapat juga berisi usulan-usulan pada
waktu yang akan datang diisi pada kolom persiapan
untuk kegiatan berikutnya. Bentuk catatan ini sangat
tergantung ketajaman dan prioritas dari pejabat.
Kolom hari bisa dibuat minggu atau bulan. Deteksi
kegagalan kinerja dapat juga diketahui dari monitor-
ing keluhan. Ia bekerja seolah mempelajari kinerja
dari pengalaman buruk dari klien dalam memperoleh
layanan. Keluhan merupakan alat untuk melakukan
feedback kepada pihak yang lalai dalam melayani
klien. Keluhan merupakan starting point untuk mem-
perbaiki bagian yang salah dalam proses produksi.
Pengawasan dalam bentuk kunjungan supervisi
mendeteksi penyimpangan dan kemudian memberi-
kan solusi di tempat atau tindak lanjut yang berakhir
pada perbaikan kegiatan. Supervisi lapangan meng-
acu pada ketepatan pelaksanaan sesuai prosedur
yang ditetapkan.
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Meski pengawasan dalam sistem birokrasi kita
banyak ditekankan dan diajarkan dalam pelatihan-
pelatihan, efektivitas upaya-upaya itu belum terlihat.
Korupsi merupakan bukti bahwa pengawasan tdak
berjalan atau bahwa pelaku dalam organisasi mampu
menghindari pengawasan. Kita seperti mati berurus-
an korupsi karena ia sudah seperti ideologi masya-
rakat yang bekerja di pemerintah12. “Ewuh pekewuh”
mengacu kepada sulit mengatakan penyimpangan
kepada lingkungan sekitar.
Prasangka Baik Justru Memberi Kesempatan
Penyimpangan
Mengapa harus berprasangka negatif terhadap
pejabat pelaksana dan administratif yang dekat
dengan implementasi? Apakah pejabat “tidak lelah”
bersikap seperti itu? Pertanyaan ini seolah “memper-
tanyakan” buruknya prasangka buruk. Dalam orga-
nisasi, berpikiran positif bisa menjadi salah satu kon-
disi seperti tanpa pengawasan. Pekerja dibuat perca-
ya bahwa mereka bisa berbuat seperti apa yang
diharapkan. Mereka mengawasi diri mereka sendiri,
sebuah situasi yang bertolak belakang dari pema-
haman rational choice. Individu yang rasional selalu
mencari peluang untuk menguntungkan kepentingan
mereka.
Konsep pengawasan tidak harus berurusan
langsung dengan prasangka buruk. Kita melakukan
pengawasan karena orang bisa menampilkan diri ber-
beda dari apa yang sesungguhnya mereka lakukan,
maka kita tidak boleh berpikir bahwa orang berlaku
“manis” seperti tutur ucapan dan perilakunya di de-
pan pejabat. Pejabat bertanggung jawab terhadap
tujuan organisasi. Tujuan organisasi tidak tercapai
jika masing-masing individu di dalamnya berorientasi
pada tujuan individu semata. Agar penyimpangan
tidak terjadi, pejabat harus bisa mengantisipasi situa-
si yang menjadi peluang orang berbuat maksimasi.
Harus diingat perilaku maksimasi muncul karena ada
kesempatan. Pejabat, karena itu, menutup kesem-
patan untuk perilaku memaksimalkan keuntungan
pribadi dalam organisasi. Pejabat menutup kesem-
patan pekerja memperkaya diri di dalam organisasi.
Dinas kesehatan lemah menegaskan penem-
patan tenaga kesehatan di daerah prioritas. Dinas
yang lemah justru dimanfaatkan untuk memindahkan
tenaga ke daerah yang kebutuhannya kurang priori-
tas dibandingkan yang sudah ditetapkan. Tenaga
kesehatan memanfaatkan kelemahan kewenangan
itu untuk kepentingan yang menguntungkan masing-
masing individu12.
Contoh-contoh keberhasilan implementasi kare-
na ada upaya kontrol dan pengawasan langsung dari
kepala dinas dan bahkan dari kepala daerah. Contoh
bahwa dokter yang bekerja di fasilitas pemerintah
tidak bisa dibiarkan untuk menjadi tidak terkendali.
Bupati di Bantul tidak segan turun menyelesaikan
masalah dokter spesialis yang biasanya mengendali-
kan apakah pasien dioperasi di rumahsakit atau di
rumahsakit swasta13. Situasi seperti ini membutuh-
kan pengawasan langsung dari  kepala daerah. Ke-
pala daerah bahkan dapat menguatkan posisi ma-
syarakat sebagai pengawas layanan publik. Mereka
bisa mengubah pendapat tenaga kesehatan yang
memberi layanan sosial kepada masyarakat sebagai
objek menjadi layanan profesional bagi masyarakat
yang pembayar pajak. Pejabat negara selain itu ha-
rus bisa membangun sistem regulasi yang respon-
sif15, yang bukan hanya berbicara persoalan di atas
kertas, tetapi yang bisa memahami dinamika perma-
salahan dan perilaku memanfaatkan situasi di
kalangan pelaksana program. Yang lebih penting lagi,
pejabat-pejabat di atas harus menegaskan diri bahwa
ancaman penyimpangan pelaksanaan itu telah men-
jadi bagian patologis dari sistem yang selama ini
memang lemah yang kemudian mejadi habitat
sangat subur bagi korupsi16
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